
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun
2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri
Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6545);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN GAJI ATAU
PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi NTB.

2. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Warga
Negara Indonesia yang diangkat oleh Gubernur selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah.

3. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur
kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

4. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Gaji atau Penghasilan ke tiga belas diberikan kepada PNS, PTT,
dan Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi NTB.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
a. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di lembaga non

struktural; dan
c. Calon Pegawai Negeri Sipil.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS
yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang
ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di
luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasannya.

Pasal 3

(1) Gaji atau Penghasilan ketiga belas bagi PNS dan PTT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan
pada bulan Juli.



(2) Dalam hal penghasilan bulan Juli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau
Penghasilan ketiga belas.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan

jabatan atau tunjangan umum; dan
b. PTT sebesar honorarium 1 (satu) bulan.

(4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya,
tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau
tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan
penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih
penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan
lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan
bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penghasilan lain
di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan
potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

(1) Gaji atau Penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan Agustus.

(2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka
pembayaran dapat dilakuan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 5

(1) Dalam hal PNS dan PTT menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka gaji atau penghasilan
ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Dalam hal PNS dan PTT menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau
Penghasilan ketiga belas maka kelebihan pembayaran tersebut
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan
Gaji atau Penghasilan ketiga belas yaitu sebesar penghasilan 1
(satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.



(2) Pembayaran gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perangkat Daerah tempat
bekerja.

Pasal 7

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Agustus 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135


